5

TITEL EKSEKUTORIAL.

R

PAaDA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN -

ATAS TANAH

TESIS

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN. PERSYARATAN
MENCAPAI DERAJAT SARJANA 52

MAGISTE# KENOTARIATAN

disusun aleh

BAMBANG HARIJANTO, S.H.
B4ABOC1234

PROGRAM PASCASARIANAS: -

UNIVERSITAS DIFPONEGORO
SEMARANG
2004




TITE . ERSERRFTORIAL
PO SERTIPIKAT HOK TANGGURNGARN
TS TAMNAEE

Disusun cleh =

BAMEARNNS HORI JONTO)
RA4RGOLIZ23S

Disusun untuk melengkapi tugas—tugas dan memenuhi

syarat-syarat guna mencapai derajat sariana S-2

Pembimbing Ketua FPFrogram

Magister Kenotariatan

- Prof. ¥.G6.N. Sugangga, S-H.




Pernyataan

Pengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah ;
hasil pekerjiaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat
karya yang telah diajukan untuk mempercleh kesarjanaan oi
suatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan fainnya.

FPengetahuan yang diperoleh dari hasil peneiitiarn
maupunr yang belumstidak diterbitkarn 5umbe;nya dijelaskan

dalam tulisan daftar pustaka. .

Semarantg, Oktober 2004

o -—

{ BAMBANG HARIJANTO, S.H.?

iii




A B S T R N K ' T

Biundangéannya Undang—-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ten—
tang Hak Tanggungan fitas Tanah Beserta Benda—Benda Yang
Berkaitan Benéan Tanah telah memberikan kepastian hukum
bagi masyarak%t pada umumnya, dan bagi pihak-pihak yang
berkepentingap. Meski demikian, Titel Eksekutorial pada
Sertipikat Ha? Tanggunéan masih menjadi polemik.

Fenulisa% ini bertujuan untuk mengetahui Titel Ekse—
kutorial haru# dirantumkan atau tidak pada Sertipikat
Hak Tanggungag, apakah harus eksplisit atau implisit dan
pemahaman masyarakal secara umum mengenai Titel Eksekuto-
rial pada Seﬁtipikat Hak Tanggungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian init
menggunakan éetcde yuridis normatif dan empiris, melalul
studi kepu5t$kaan dan peraturan perundangan yang berlaku
certa wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan

materi penelitian ini. Secara khusus meneliti peraturan

perundangan vang berlaku mengatur tentang Titel Eksekutori-
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al dan Hak Tanggungan dan praktek keseharian, menghubungkan

dan menggunakan aspek—aspek bidang ke "P.P.A.T"an dan
ke "Notaris"an.

Berdasarkan data—data dan pendapat yang diperoleh
bahwa secara akademis ilmiah tidak/kurang tepat pencantuman
Titel Eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan, tetapi
seharusnya dicantumkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Sedangkan pencantuman Titel Eksekutorial merupakan suatu
keharusan dan tidak boleh ditiadakan/dihilangkan/tidak
dicantumkan karena merupakan syarat formil dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.




Be valid legislation The Act No. 4/1996 about
guarantee right on land and the whole of thing on it given
legal certainty ito society and the parties.

But executorial title on guarantee right certificate
stil} polemic.

Tgis research will get information about executorial
titie attached or no on guarantee right certificate,
pexplicit or implicit and to understand the society in
general about executorial title on guarantee right
certificate.

The approach of this thesis is to use the normative
yuridical and empirical by document study, based on valid
legislation and guidance interview with informant or
resocurces person on it. In different from pthers to examine
carefully about executorial title and guarantee raght in

daily practices, related and used by the aspect of PPAT.




So based on the data and opinion would got executorial
title as i¥ academic not exactly the attachment of
executorial title on guarantee right certificate.

Hhile attachment executorial title must atfached,
not omitted because come into formal condition and related

to be valid legislation.
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BAE3 X

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah menungou lama, akhirnya pada tanggal 9 April
1926 diundanghkan Undang—-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan ftas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-indang
Hak Tanggungsan, lazim disingkat UUHT).

Pertimbangannya adalabh bertambah meningkatnys
pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi, memerlukan
penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan
lembag; hak jaminan vang kuat dan mampu memberikan kepas-—
tian hukum bagi pihak-pihak vang berkepentingan yang mampu
mendorong peran serta masyarakat dalam mencapai masyarakat
vang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang—Undang Dasar 1945 serta sebagai perwuiudan ketentuan
Pasal 51 berhubungan dengan Pasal 87 Undang-Undang MNomor G

Tahun 1940 tentang Peraturan Dasar Pokok—-Pokok Agraria,

»r
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lazim disingkat UUPA,

Dengan diundangkannya UUHT, maka ketentuan-
ketentuan mengenai Hypotheek dalam Kitab Undang-lUndang
Hukum Perdata dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad
1308 —'542 vang telah diubah dengan Staatsblad 1937 - 190
menjadi tidak berlaku lagi.

Menurut sistem hukum di Indonesia Titel Eksekuto-
rial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAY
ada pada Z {dua) dokumen, yaitu :

1. Salinan dari putusan atau pénetapan hakim.

2. Salinan khusus akta otentik dalam bentuk minuta yang
dibuat oleh notaris yang dikenal sebagai grosse.

Arti dan makna serta pemahaman Titel Eksekutorial berarti

judul dan memberikan glgg_ﬁgﬁiﬁgﬂgﬂgﬂggg; dasar hukum untuk

melaksanakan putusan/penetapan hakim pengadilan dan/atau

pemenuhan isi perjanjiian yang memuat hak dan kewajiban para

pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 224 HIR, surat utang yang. dilakukan
di hadapan notaris (grosse) yang kepalanys memakai irah-—

irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAY




mempunyal kekuatan yvang pasti untuk dieksekusi seperti

keputusan hakim.

Pacal 197 KUHAP berbunyi 3

{1} Surat putusan pemidanaan memuat :

2.

kepala putusan yang bertuliskan berbunyi
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAaHAa ESAM 3 -

nama lengkap, tempat lahir, umir atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebaﬁgsaan,
tempat tingoal, agama dan pekeriazan
terdakwa

dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat
gdakwaan 3

pertimbangan yang disusun secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian vang diperoleh dari pemeriksaan
di sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa

tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam

surat tuntutan 3

pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pemidanaan atau tindskan dan
pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

keadzan vang memberatkan dan yang meringan-—

kan terdakwa j;

hari dan tanggal diadakannya musyawarah
majelis hakim kecuali perkara diperiksa
cleh hakim tunggal 3

pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan
telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana disertai dengan kualifikasi-
nya dan pemidanaan atau tindakan yang
dijatuhkan 3

ketentuan kepada siapa biaya perkara
dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya




yang pasti dan ketentuan mengenai barang
bukti ;

j. keterangan bahwa selurub surat ternyata
palsu atau keterangan di mana letaknya
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik
dianggap palsu ;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap
dalam tahanan atau dibebaskan ;

1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut
umum, nams hakim yvang memutus dan nama
paniters. '

(2} Tidak dipenuvhinya ketentuan dalam ayat (1)
huruf a, b, ¢, d, e, f, h, 7, k dan 1 pasal
ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

{3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut
ketentuan dalam undang—undang ini.

Jadi, Titel Eksekutorial (irah—irah) "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" harus dicantumkan pada
Kepala Keputusan karena merupakan syarat formil vang
ditetapkan oleh undang-undang yang apabila tidak dicantum-—
karn mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencantuman Titel

-Eksehkutorial tetap disvaratkan dengan‘pertimbangan sebagai

berikut :

1. Meskipun Pasal 7 {2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 15
Tahun 1261 tentang Pembebanan dan Pendaftéran Hypotheek
serta Credietverband {Pemberian dan Pendaftaran Hipotik

dan Credietverband) menyatakan babwa Sertipikat




Hipntik!ﬁrgdietverband mempunyai fungsi sebagail grosse,
hal ini tidak berarti bahwa Sertipikat Hipotik!Crediet“
verband saja, tanpa dicantumkan Titel Eksekutorial "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sudah
dapat dilaksanakan ;

Begitu puls ketentuan Pasal 1 {5} undang—undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun yvang menvatakan bahwea
Sertipikat Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan
dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan tidak
berarti bahwa Sertipikat Hipotik yang dimaksud dapat
dilaksanakan tanpa dicantumkan Titel Eksekutorial "DEMI
KEADILAN BERDASARKAMN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Jika kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas
benar mempunyai maksud bahwa Sertipikat Hipotik
mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa dicantumkan Titel
Eksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESAY, maka hal tersebut harus dirumuskan secara
tegas—tegas {(expressis verbis), namun karena hal ini
tidak dilakukan, maka berlakulah asas hukum seperti yang

diuraikan dalam Pasal 37 UUPA berhubungan dengan




143
o

hetentuan hipotik dalam B.W. dan berhubungan dengan
Pasal 224 HIR.

Pemikian pula, dengan penafsiran analogi dan berdasar—
kan pendapat Mahkamah Agung, maka Titel Eksekutorial (irah-
irah) "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
harus dicantumkan pada Kepala akta d&lam grosse agar mempu—
nyai kekuatan esksekutorial untuk pemenuhén isi perjanjian.

t embaga Hak Tanggungan yang d{atur dalam Undang-—-Undang
Nomor 4 Tahun 19946, dimaksudkan sebagai pengganti dari
Hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengenai tanah dan credietverband vang

diatur dalam Stastsblad 1908 ~ 542 sebagaimana telah diubah

dengan Staatsblad 1937 ~ 190 ;
yvang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1760
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih
diberlakukan sementara sampai terbentuknya Undang-Undang
Hak Tanggungan tersebut.

Asas—asas dan ketentuan pokok Hak Tanggungan banyak mengam—
bil alih atau mengacu asas—asas dan ketentuan—ketentuan

pokok Hipotik. Hak Tanggungan hanya menggantikan Hipotik




sepanjang yang menyanghkutlt tanahnya. Hipotik atas kapai }aQt

dan pesawat udars tetap berlaku.

Undang—Undang Hak Tanggungan memberikan definisirHak Tang=o . - -

gungan atas tanah beserts benda—benda yang berkaitan  dengan~ -

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan {(Pasal 17"
ayat {1} UUHT), sebagai berikut 3

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yvang dibebankan -
pada hak atas tanah sebagsimana dimaksud dalam

Undang-Undang Momor 5 Tsahun 1960 tentang Peraturan

Pasar Pokok—Pokok Agraria, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yvang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang™ 7
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutama= =" .
kan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain.

Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat

dalam definisi tersebut. Unsur—unsur pokok itu ialah v

1. Hak Jaminan,

2. Dbhjek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Un-

dang-Undang Pokok Agraria,
3. Dapat dibebankan berikut benda-benda lzin yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah itu,

4. Untuk pelunasan utang tertentu,

)}

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepads kreditur-




kreditur tertentu terhadap kreditur—kreditur lain.

Menurut SJIAHDEINI

Membandingkan antara definisi Hak Tanggungan, |

definisi Hipotik, ternyata pembuat undang-undang  — 777

dari UUHT lebkih baik dalam membuat perumusan
definisi Hak Tanggungan daripada pembuat undang="""
undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam .-

membuat perumusan definisi Hipotik.

Dalam rumusan definisi Hipotik banyak unsur—unsur
Hipotik yang belum dimasukkan, sehingga definisi
tersebut masih sangat jauh untuk dapat memberikan
gambaran mengenai apa yang dimaksudkan dengan
Hipotik, sekalipun rumusan definisi Hak Tanggungan
iebih baik daripada rumusan definisi Hipotik dalam’
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi belum
semua unsur-unsur yang berkaitan dengan Hak Tang—'

gungan telah dimasukkan dalam definisinya j
misalnya, dalam rumusan definisi Hak Tanggungan

itu belum dimasukkan bahwa Hak Tanggungan adalah

suatu hak kebendaan.1

Hak Tanggungan adalah hak jaminan dimaksudkan untuk
menjamin dan memberikan kepastian untuk suatu pemenuhan
perjanjian apabila terjadi ingkar janji/wanprestatie.
Menurut sifatnya perjanjian Jjaminan merupakan tambahan
{accessoir) yang dikaitkan dengan perjanjiian pokok. Akibat—

akibat hukum perjanjian accessoir, antara l1zin adanysa

% Remy ST.Sjahdeini,Hak Tangounga, Asas-asas, Netermtusn—ketentuan
Prtiok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian fMengenal
Lhdang—thdang Hak Tangoungan), Alumni ,Bandung, 1997




{2} Selain hak—hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah
Negara vang menurut ketentuan yang berlaku
wajib didaftar gan menurut sifstnya dapat
dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak
Tanggungan.

{3} Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas
tanah Hak Milik akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

{4} Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada
‘hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan
hasil karys yvang telah ada atau akan ada yvang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut,
dan yang merupakan milik pemegang hak atas
tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyata-
kan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
vang bersangkutan.

{5} Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembe-—
banan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut
hanyva dapat dilakukan dengan penandatanganan
serta pada fAkta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan cleh pemiliknya atau yang diberi
kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

1.2, PERUMUSAN MASALAH

Dengan diberlakukannya UUHT, maka perdebatan atau
persoalan hukum Titel Eksekutorial relatif berkurang.

Meski demikian dalam diskusi dan pertemuan rekan-rekan
PPAT yvang notaris masih ter3jadi bahan kajian vang menarik.

Dari uraian latar belakang masalah di muka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut 3

10
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1. Apakah tepat Titel Eksskutsorial, yaitu “DEMI KEADILAN -

BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESAY dicantumbkan pada

Sertipikat Hak Tanggungan 7

2. Apakah Titel Eksekutorial harus dicantumkan secara
eksplisit 7

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui Titel Eksekuterial harus dicantumkan atau
tidak pada Sertipiket Hak Tangoungan.

2. Mengetahuil pemahaman péra responden mengenai Titel

Edsekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan atas tanabh.

1.4. KEGUNAAN PENEL ITIAN

1. Untuk membuka wawassan ilmu huhum, khosusnya tentang

Titel Eksekutorial Pada Sertipikat Hak Tanggungan Atas

Tanah.

2. Unituk memahami makna, arti tentang Titel Eksekutorial.

1
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TINIAL AN PUISTAKA

2.1. Sejarah Titel Eksekutorial

Titel Eksekutorial ini sejak diundangkaﬁnya UurPA
ditulis dan berbunyi :
“"Atas Nama Negara Republik Indonesia”, 2
dan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970
diubah menjadi :
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang‘ﬁaha Esa".
Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15
Tahun 1961 tentang Pembebhanan Dan Pendaftaran Hypotheek

Serta Credietverband berbunyi :

Sertipikat hypotheek dan credietverband, yang

disertai salinan akta vang dimaksudkan dalam ayat
1 pasal ini mempunyai fungsi sebagai grosse akta

hypotheek dan credietverband serta mempunyai
kekuatan eksekutorial sebagai yang dimaksudkan

dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang dibaharui

{Staatshlad 1941 No. 44} dan Pasal 258 Rechts-

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Penerbit Djambatan,
dakarta,Cetakan ke-8,1980,h.242.
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reglement Buitengewesten (Staatsblad 1927 NDL 227
serta Pasal 18 dan 19 Peraturan tentang Crediet-—
verband (Staatsbiad 1908 No. S542).

Jadi, Sertipikat Hypotheek dan Credietverband mempu-—
nyai fungsi sebagai grosse {(bukan grosse) akta hypotheek
dan credietverband dan mempunyai kekuatan Eksekutorial
serta harus dicantumkan Titel Eksekutorial.

Menurut peraturan perundangan yang ada dan berlaku,
notaris vang mempunvai kewenangan untuk memberikan dan
mengeluarkan grosse akta kepada pihak vang berkepentingan
langsung pada akta {Pasal 54 dan 55 Undang-tndang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Pada perkembangannya terjadi persoalan hukum/perdebat-
an/polemik, dimanakah harus dicantumkan Titel Eksekutorial
itu, pada sertipikat hypotheek dan credietverband atau pada
akta hypotheek dan credietverband, mengingat Titel ekseku-
torial tidak dicantumkan pada Sertipikat dan Akta Hypotheek
dan Credietverband.

Direktur Pendaftaran Tanmah Direktur Jenderal Agraria
Departemen Dalam Megeri dalam suratnya tertanggal

? September 1987, nomor @ 594.3/3102/fhgr.,
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'\3:

perihal : Bentuk Akta dan Sertipikat Hipotik/Credietverband

vang ditujukan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

untuk pribadi Kepala Direktorat Agraria di seluruh Indone-

sia berbunvyi :

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal
’ tidak dicantumkannya Titel Eksekutorial pada
fikta dan Sertipikat Hipotik/Crediet verband
vang baru, bersama ini kami sampaikan penjelas-

an

a.

sebagai berikut

Menurut ketentuan Pasal 224 HIR, suatu
grosse akte yang mempunyai Titel eksekutori-
al dan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa"” sebagaimana dimak-—
sud dalam Pasal 4 Avat (1) U Nomor 14 Tahun
1970 tentang Pokok-~pokok Kekuasaan Kebakim—
an, diberi kekuatan sama dengan Keputusan
Hakim.

Dalam Pasal 7 Ayat (2} PMA Nomor 135 Tahun
1941 tentang Pembebanan dan Pendaftaran
Hipotik/Crediet verband, dinyatakan bahwa
vang mempunyai fungsi sebagai grosse akte
Hipotik/Crediet verband adalah Sertipikat
Hipotik/Crediet verband.

Sertipikat Hipotik/Crediet verband terdiri
dari salinan akta Hipotik/Crediet verband
dan salinan Buku Tanah Hipotik/Crediet
verband yvang dijilid menjadi satu dalam
suaty sampul dokumen. Dengan demikian agar
Sertipikat Hipotik/Crediet verband tersebut
mempunyai kekuatan eksekusi, perlu ada Titel
eksekutarialnya sebagaimana dimaksud pada
huruf = di atas, bukan pada akta Hipotik/-
Crediet verbandnys.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor i6
Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang di
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dalamnya mengatur pula mengenai pembebénan
dengan Hipotik, secara tegas menvatakan
bahwa Sertipikat Hipptik mempunyai kekuatan
eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai
putusan Pengadilan {(Pasal 14 Ayat (5} uy
Nomor 16/1985. Ketentuan tersebut tentunya
berlasku pula untuk Crediet verband. Jadi
atas kuasa Undang—undang Sertipikat Hipo-
tik/Crediet verband telah mempunyai kekuatan
eksekusi dan dapat dilaksanakan sebagail
Putusan Pengadilan.

2. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka pada cetakan—~cetakan
berikutnya Titel Fksekutorial tidak perliu lagi
dicantumkan baik pada foraulir akta maupun
Sertipikat Hipotik/Crediet verbandnvya.

Demikiaﬁ berdasarkan surat tersebut di atas, tidak
perlu ada pencantuman Titel Eksekutorial, tetapi surat
tersebut akhirnyas diralat dengan Surat Kepala Badan
Pertanahan Nasional tertanggal 29 Desember 1988,
nomor * S594.3/232/KBPN,
perihal : Pencantuman Titel Eksekutorial pada Sertipikat
Hipotik dan Creditverband,
vang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di
seluruh Indonesia berbunyi 3

Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Dalam Edaran kami No. 3924/3/3120/AGR tanggal
% September 1987, perihal bentuk akta dan Sertipi-

kat HipotiksCreditverband, khususnya pada keten-
tuan butir 1 (d) dan 2 dinyatakan bahwa dengan
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berlakunya Undang—undang No. 14 Tahun 1985 tentaﬁ%
Rumah Susun, Sertipikat Hipotik atas kuasa Undang-
undang telah mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga
tidak perliu lagi dicantumkan Titel Eksekutorial
pada Sertipikat Hipotiknya.

Suniggubhpun dalam Pasal 14 (35) Undang—undang
Ne, 146/1985 telah ditetapkan bahwa Sertipikat
Hipotik mempunvai kekuatan eksekutorial dan dapat
dilaksanakan sebagai putusan pengadilan, namun
demikian untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaan
eksekusinya, perlu kiranya pada Sertipikat Hipotik
maupun Creditverband tetap dicantumkan Titel
Eksekutorial vang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDA-
SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAY sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 (1) Undang—undang No. 1471970
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keten-
tuan pada butir 1 {d} dan 2 Edaran dimaksud di
atas dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya
tetap mempergunakan hlanko Sertipikat Hipotik/-
Creditverband seperti tersedia saat ini yang
dilengkapi dengan Titel Eksekutorial.

Jadi, Titel Eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" waijiib tetap dicantumkan pada
Sertipikat Hipotik dan Credietverband.

Demikian pula, Titel Eksekutorial "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dicantumkan pada
Sertipikat Hak Tanggungan (Pasal 14 Ayat 2 UUHT).

2.2. Notaris dan Aktanya
Dalam kehidupan sehari—hari, terutama dalam lalu

lintas hukum diperlukan kepastian dalam melakukan hubungan-
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hubungan atau perbuatan—perbuatan hukum, agar di kemudian
hari tidak terjadi hal~hal yang tidak diinginkan.

Dalam lalu lintas hukum yvang makin mendunia dan rumit
diperlukan adanya kepastian dan jaminan hukum. Untuk itu,
diperlukan alat bukti. Siapa yang mendalilkan bahwa ia
mempunyali sesustu hak atau guna meneguhkan haknya sen&iri

atsu membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peris-

@ tiwa, diwajiibkan membuktikan adanya hak ateu peristiwa
tersebut.
Dalam Fasal 18466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut—
kan lima macam alat bukti, vaitu :

- surat

- saksi

- persangkaan
1 - péngakuan, dan
- sumpah.
Surat adalah ungkapan pikiran atau isi hati yang
% disampaikan dengan bahasa melalui tulisan/tanda—tanga baca.
Dapat dilihat dalam hukum perdate, surat disebutkan lebih

dahulu dari alat bukti lain, karena dalam hukum perdats
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yang dicari adalah kekuatan pembuktian formil. Dalam hukum

acara perdata hakim terikat pada apa yvang dikemukakan oleh

para pihak. Surat yang sengaia dibuat untuk dizadikan alat

bukti kita sebut akta. Pembukitian dengan surat dapat berupa

akta octentik atau akita di bawah tangan.

Apakah akta otentik ?

Pengertian akta otentik dapat kita lihat dalam Pasal 1848
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata @
"?uatu akta otentik ialah suatu akta vang di dalam
bentuk vang ditentukan sleh Undang-Undang dibuat oleh
atau di hadapan pegawai-pegawal umum yang berkuasa untuk
itu di tempat dimana akita dibuatnya”.
Jadi akta disebut akta otentik jiks dipenubi unsur-unsur 3
— akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang .,
- dibuat ocleh atau di hadapan pegawai/pejabat umum vang
berwenang untuk itu,
- di tempat dimana akta dibuatnya.
Dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat

disimpulkan ada dua macam akta otentik, yaitu yang dibuat
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cleh pegawai umum (pleh peiabat) yang diberi wewenang untuk
itu, vang dikenal dengan nama procesverbaal acte atau
ambtelijke acte. Disini Pejabat menerangkan apa yang
diketahui atau apa yang dilihat dan dilakukannya. Contoh :
—~ akta Keterangan Hak Mewaris vang dibuat oleh notaris
—~ akta Berita Acara Rapat, dan lain-lain.
Yang lain adalah akta otentik yang dibuat oleh para pihak
di hadapan Pejabat yvang diberi wewenang untuk itu, yang
dikenal dengan nama partij acte (akta partai — akta para
pihak}.

Siapakah yang berwenang membuat akta otentik 7

Menurut Pasal 18468 Kitab Undang—-Undang Hukum Perdata,
akts ptentik itu dibuat oleh atau di hadapan “openbare
ambtenaren® (pegawai-pegawal umum/pejabat umum}. Untuk
selanjutnya, istilah pegawai umum kami sebut dengan pejabat
umum, agar menghindari salah tafsir dengan pegawai negeri.
Jadi, sumber lahirnya akta otentik adalsh Pejabat Umum,
bukan Undang-Undang.

Kewenangan Pejabkat Umum langsung dipercleh dari kekuasaan

tertinggi, yaitu negara. Jadi kekuasaan tersebut tidak

19




diperoleh dari Pemerintah atau Eksekutif atau Pejabat Tata
Usaha Negara. Karena kekuasaan Pejabat Umum diperoleh lang-
sung dari negara, maka Pejabat Umum tersebut menurut sistem
hukum Indonesia tidak berada di bawah Eksekutif, Legislatif
maupun Judikatif.

Peijabat Umum adalah organ ﬁegara dalam bidang hukum perda-
ta, sedangkan Eksekutif adalah organ negara dalam bidang
hukum publik. Pejabat UmuT ini merupakan organ negara vyang
diperliengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan
sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang bukum perdata,
vaitu membuat alat bukti tertulis dan otentik.

Eksekutif (Pemerintah) dan Pejabat Umum mempunyai persamaan
vaitu sama-sama organ negara akan tetapl sama sekali tidak
sama, sehingga pejabat umum sama sekali bukan merupakan
bagian dari Eksekutif/Pemerintah.

Keberadaan Pejabat Umum karena dikehendaki oleh masyarakat
untuk melayani kebutuhan masyarakat yaitu membuat alat
bukti berupa akta ntenfik, sebagai bukti adanya perbuatan
hukum dari yang bersangkutan.

Akta otentik baik yang dibuat oleh atau di hadapan
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Pejabat Umum, hanya akan terjadi apabila :

- ada permintaan pihak—-pihak yang berkepentingan yang
menghendaki agar perbuatan hukum mereka dinyatakan
dalam bentuk otentik, danfatau

~ oleh karena untuk perbuatan hukum itu undang-undang
mengharuskan dibuat dalam bentuk otentik.

Namun, baik karena perintah Undang-Undang maupun
karena permintaan pihak—pihak yang berkepentingan, terwu-—
judnya akta otentik mutlak sebagai kehendak dan merupakan
bukti perbuatan hukum pihak—pihak yang berkepentingan,
bukan kehendak (bukti perbuatan hukum)} Pejabat Umum.

Siapakan vang dimaksud Peiabat Umum itu 7

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat UL,
maka Aeglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (S5taatblad
18460 : 3), sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran
Megara Tahun 1945 Nomor 101 yang dikenal dengan PIN dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 1 Ayat (1} Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2904

berbunyi :
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Notaris adalah peiabat umum yang berwenang untuk:
membuat akta octentik dan kewenagnan lainnya seba-
gaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari bunyi Pasal 1 UUIN tersebut dapat disimpulkan
bahwa wewenang Notaris itu bersifat umum (regel), sedangkan
wewenang dari pejabat lainnya merupakan pengecualian, arti-
nya wewenang itu tidak meliputi lebih dari pembuatan akta
octentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh
ﬁndang~undang.

Apabila menurut peraturan umum, disebutkan secara umum
tentang akta otentik, itu berarti harus diartikan adalah
akta notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan
kepada - dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh pera-—
turan umum, ditegaskan babwa "juga” diberikan kewenangan
itu kepada pejabat yang lain.

fApakah Pejabat atau orang {yang bukan notaris), yang juga
diherikan kewenangar untuk melakuvkan pembuastan akta otentik
vang secara tegas ditugaskan kepadanys itu adalah Pejabat
Umum 7

Pejabat atau orang yang selain notaris yang juga berwenang

membuat akta otentik tadi tidak octomatis berubah menjadi
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Pejabat Umum, akan tetapi haruslah diartikan bahwa pada saat
mereka menjalankan kewenangannya membuat akia otentik ber-—
fungsi sebagai atau seperti halnya seorang "Peiabat Umum®.
Salah satu contoh =
Pegawai Kantor Catatan Sipil ditunjuk unituk membuat akta
ctentik atas perbuatan-perbuatan!ﬁeristiwa‘hukum terten-
tu, misalnya pembuatan akta kelahiran; akta perkawinan,
akta kematian dan lain-lain ; aP?kah mereka Pejabat
tmum ?
Jawabnya, tidak. Mereka tetap jabatan atau profesinya
sebagai pegawai kantor catatan sipil {(pejabat administra—
si/tata usaha negara), dan bukan Pejabat Umum dan tidak
menjadi notaris. Dasar hukum mereks berwenang membuat akta
otentik tadi, bukan karena mereka Pejabat Umum, akan tetapi
karena Undang-Undang memberikan kewenangan untuk itu.
Jadi, apabila dalam suatu peraturan perundangan disebutkan
Pejiabat Umum, yang dimaksud adalah Notaris. Dalam hal ada
suatu keinginan agar suatu perbuétan hukum atau peristiwa
hukum tertentu dirasa periu diangkat Pejabat lain, misalnya

akta-akta mengenai tanah, maka harus ada undang-ungdang ya&ng
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mengaturnya.

Dari uvuraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Nota-
ris adalah Peiabat Umum vang berwenang memberikan pelavanan
kepada masyarakat umum (publik) dalam bidang hukum perdata.
Sedanghkan Pejabat yang berwenang memberikan pelavanan kepa-
tda masyarakat umum {publik} dalam bidang hukum publik ad;—
lah Pejabat Tata Usaha MNegara, atau Pemerintah (Eksekutif)
atau pegawai Qegeri atau Pejabat Administrasi Negarsa.
Secara hirarki Pejabat Tata Usaha Negara dapat melimpahkan
{sebagian)} kewenangannya kepada pihak lain, secara berien-
jang. Sedangkan kewenangan Notaris diperoleh tidak dari
pelimpahan wewenang pejabat lain, melainkan dipercleh lang-
sung dari Negara bukan dari Pemerintah, terlebih dari Peja-
bat Tata Usaha Negara.

2.3. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Aktanya

Pasal 2 Ayat {2} huruf c UUPA telah menentukan wewe-—
nang menentukan dan mengatur hubungan-—hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan—-perbuatan hukum yang mengenai bu-
mi, air dan ruang angkasa ada pada negara perdasarkan hak

menguasai dari negara.
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Selanjutnya, oleh Pasal 26 Ayat (1)} UUPA telah
ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pembe-
rian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat den perbu-
atan—perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak
milik seria pengawasannya diatur dengan Persturan Pemerin-

t

tah (PP}.

Dari ketentuan Pasal 2 Ayat {2) huruf c dan Pasal 26 fAvyat
{1) UUPA jelas bahwa hubungan hukum antara subyek dengan
perbuatan hukum termasuk dalam hal menguasai dari negara
dan pengaturannya cukup dengan Peraturan FPemerintah (PP).
Peran PPAT mendukung kegiatan pengaturan perbuatan hukum
antara perorangan, dan antara badan hukum.

Dari ketentuan Pasal 19 UUPA ditentukan pula bahwa
untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesis
menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Buku kedua {11} KUH-Perdata Indonesia mengatur sepan-—
jang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yvang ter-—
kandung di dalamnya, kecuali ketentuan—ketentuan mengenat

hipotik yang masih berlaku pads mulai perlakunya UUPA telah
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dicabut. FPasal 36 UVUPA menentukan bahwa selama Undang-—
Undang mengenai hak milik sebagaimana diamanatkan Pasal S0

Ayat (1) UBUPA belum terbentuk, maka vang berlaku adalah

ketentuan hukum adat setempat dan peraturan—peraturan lain-—

nya mengenai hak-hak atas tanah.

BefdaEarkan pesan dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)
UUPA, khusus mengenail penunjukkan pejabat yang berwenang
membu?t akta mengenai perbuatan hukum dimaksud dalam Pasal
246, telah diterbitkan PP No. 10 Tahun 126% tentang pendaf-~
taran tanah. Dalam Pasal 192 Peraturan Pemerintah tersebut
telah ditentukan bahwa perbuatan hukum tersebut harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadap-
an pejisbat vang dituniuk oleh Menteri Agraria, dengan
menggunakan akta yang bentuk aktanya ditetaphkan pula oleh
Menteri Agraria.

Penentuan hubungan—hubungan antara orang-orang dan
perbuatan hukum masuk dalam hak menguasail dari negara, maka
PPAT melaksanakan sebagian kegiatan pemerintah, dan oleh
tarenanya PPAT ditunjuk atau diangkat oleh Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 19 PP No. 10 Tahun




1961 telah diterbitkan PMA No. 10 Tahun 1961 tentang penun-—
Jukkan Pejiasbat yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun
19561 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannva,
vang mengatur pula mengenai bentuk akta.
Mengapa PP No. 10 Tahun 12681 dan PMA No. 10 Tahun 1961t
menetapkan PPAT sebagai satu—satunya pejabat vang membuat
akta—akta vang dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Tanah ?
Dengan terbitnya UUPA #erdapat permasalahan—permasalahan
sehubungan dengan peralihan hak sebagai berikut
a. Objek perbuatan hukum yang harus dibuat tidak terbatas
pada tanah bekas hak Barat yang terdaftar tetapi
termasuk tanah bekas hak milik adat.

b. Pelaksanaan perbuatan hukum atas tanah dapat terjadi di
seluruh pelosck tanah air.

t. Pada waktu itu, tidak seluruh Kepala Desa memenuhi
syarat uﬁtuk melaksanakan jabatan umum.

d. Pembuatan akta tidak akan terlayani oleh Pejabat Balik
Mamz yang ada di kota besar di Kantor Pendaftaran Tanah
ataupun Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah

{KP3T).
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e.

Keberadaan MNotaris vang terbatas di kota besar.

Dengan demikian, maka dapat disampaikan alasan mengapa

dilakukan penunjukkan PPAT sebagai Pejiabat yang berwenang

membuat akta méngenai perbuatan hukum atas tanah antara

lain sebagai berikot @

a. Dari semula, akta peralihan hak Barat dibuat cleh peja-

bat yang khusus yaitu Pejabat Balik Mama (Pegawai Kantor
Pendaftaran Tanah atau KP3T) sedang nntaﬁfs hanya
membuat akta vang berfungsi sgbagai "causa".

Akta peralihan hak ates tanah hak milik adat dilakukan
di hadapan Kepala DesasfKepala Adat vang periu ditingkat-
karnn hualitas dan bentuknya sesuai fungsinya sebagail
peijabal umum.

Unifikasi hak sesuai UUPA perlu menetapkan peiabat yang
dapat menyaksikan peralihan hak baik dari tanah hak yang
terdaftar dan yang belum terdaftaé!tanah bekas hak milik
adat.

Kantor Pendaftaran Tanah dan KP3T belum mampu melayani
kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta bekas hak

Barat maupun bekas hak milik adat yang dapat teriadi
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di seluruh pelosck tanah zir.
£. Sistem pendaftaran tanah yvang memasukkan PPAT dalam

salah satu sub sistem perlu diteruskan untuk keperluan

pelaksanaan pendaftaran tanah yang efektif dan terkon-—

trol.
PPAT berperan sebégai peiabat yang berwenang membuat akta
sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak
dan pembebanan ?ak atas tanah yang berfungsi untuk pendasf-
taran peralihan hak dan pembebanan hak. Objek dari perbua-
tan hukum yang dapat dilakukan di hadapan PPAT tersebut
khusus mengenai tanah hak. Perbuatan hukum lain misalnya
pelepasan hak, perikatan jual beli, Surat Kuasa Memasang
Hipotik dilakukan oleh Notaris. Khusus mengenal pelepasan
hak bukan akta formal, maka pelaksanaannya tidak harus di
hadapan Notaris, tetapi dapat dilakukan di hadapan Lurah
atau Kepala Desa atau menurut Pakto 1993 dapat dilakukan di
hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan diundangkannya PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang menggantikan PP. No. 10 Tahun 1961,

maka kedudukan PPAT ditegaskan sebagai membantu Kepala
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£
Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan membuat akta

sebagai bukti dilakukaﬁnya perbuatan hukon a£35 tanah dan
PPAT masuk dalam Sistem Pendaftaran Tanah. Fungsi dan
perénan PPAT dalam pelaksenasan pendaftaran tanah adalah
membuat akta vang kuat yvang dapat dipakai sebagai dasaf
pendaftaran perubahan data yuridis. Untuk pelaksanaan
#endaftarannya tetap dilaksanakan oleh Kantor Pertanaban.

Dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentan§ Peraturan Jabatan
BRAT diatur pengangkatan sumpah, pemberhentian PPAT terma-—
suk pelaksanaan jabatan PPAT, daerah keria PPAT dan hal-hal
iain vang te;kait dengan pelaksanaan jabatan PPAT.

PP No. 37 Tabun 1998 tersebut jugas merupakan peraturan
pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendafttaran
Tanah vang menunjiuk PPAT untuk melaksanakan kegiatan—kegi-
atan tertentu dalam membantu Kantor Pertanahan dalam melak-
sanakan pendaftaran tanab.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU
No. 8 Tahun 19958 babhwas PPAT berwenang membuat akta pera-—
lihan hak, pembeb;nan hak dan Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan {(SKMHT)}, maka PPAT dapat membuat SKMHT. Disam-
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ping dapat dibuat di hadapan PPAT, SKMHT dapat dibuat di
hadapan Notaris. Untuk fungsi dan peranan 1ain tetap seper-—
ti pada saat berlazkunya PP No. 10 Tahun 1961%.

Bitentukan dalam Pasal 1 Keppres Mo. 10 Tahun 2001
tentang Pelaksanaan Otonomi Dagrah i Bidang Pertanahan,
bahwa sebelum ditetapkan peraturan yaﬁg baru berdasarkan
Peraturan Pemerintah MNo. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Praopinsi sebagai daerah octonom,
pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, berlaku
Peraturan, Keputusan,‘lnstruksi éan surat Edaran Menteri
Negara AgrariafKepala Badan Pertanashan Masional yang telah
ada.

Dengan adanya keitentuan tersebut, maka kedudukan dan
peranan PPAT sebagaimana kedudukan dan peranan PPAT pada
saat berlakunya UUY No. 4 Tahun 197256 tentanyg Hak Tanggungan.

Apabila ketentuan mengenail otonomi daerab telah dilak-
sanakan dengan penuh, seorang PPAT harus tetap saja menjia—
lankan jiabatan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara

profesional, tanpa memihak, karena pengangkatan dan pember-—

hentiannya oleh Badan Pertanahan MNasional Pusat, PPAT dalam
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%

membuat akta cukup mempunyail kemandirian bersikap di daerah
kerjanyas, meskipun pelaksanaan tugasnya sehari-hari harus
diawasi oleh daerah {Kepala Kantor Pertanahan).

Pelaksanaan jabatan PPAT itu adalah melavani kepen-—
tingan publik sebagai peiabat profesioﬁa}. Jangkauan pela-—
yvanan PPAT tidak terbatas pada masyarakat pade daerah vang
bersangkutan tetapi bisa masyarakat di luar daerah. Demiki-
an pula obiek akta yang dibuat tidak sajs tanah vang ads di
daerah tersebut, tetapi dalam membuat akta tertentu dapat
membuat akta yang salah satu cbyeknya di luar daerab kerja-
nya. "Kepindahan PPAT" tidak terbatas pada suatu Kabupaten
tertentu saja dan sebagal warga negara,’yang bersangkutan
dapat pindah lintas Kabupaten/Kota bahkan lintas propinsi.
Berkenaan dengan itu, maka kualifikasi PPAT harus berstan-
dar nasiocnal dan asktanya harus dapat memberikan Jjaminan
kepastian hukum bagi wargs negara, Badan Hukum atau orang
asing yang akan mendapatkan hak dengan memanfaatkan jasa
PPAT untuk membuat akia. Karena "Kepindahan PPAT" dapat
lintas Propinsi, maka pengangkatan kembali sebagai PPAT

di Propinsi lain harus dilakukan ocleh "Pemerintah Pusat”.




Balam kaitannys dengan pelaksanaan pendaftaran tanah

vang menggunakan sistem publikasi negatif, sebaiknya terda-

pat pembagian fungsi yang harus dipertanggungjiawabkan

antara PPAT dan petugas pendaftar (Kantor Pertanahan).

PPAT berfungsi sebagai berikut :

1.

Membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat
bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembe-—
banan hak.

PPAT menjamin terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan
kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan
hukumnys sesuai data dan keterangan yvang disampaikan
para penghadap yang dikenal atau diperkenalkan.

PPAT menijamin bahwa dokumen vyang dipakai dasar melakukan
tindakan hukum kekuatan pembuktiannya telah memenuhi
jaminan kepastian bukum untuk ditindaklanjuti dalam akta
otentik atauv sesuai ketentuan yang berlaku.

PPAT menjamin bahwa perbuatannya sesuai prosedur dan
kejadian vang sebenarnya sesual data dan keterangan yang

disampaikan yvang =kan menjamin otentisitas akta.

Petugas FPendaftar (Kantor Pertanahan) berfungsi :
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1. Meneliti apakah kecakapan/kemampuan dan kewenangan
bertindak dalam akta sesuail Aktas Pendiriarn dan atsu
ketentuan telah terpenuhi dan untuk itu cukup dengan
melihat formulasi dalam akta.

2. Menerbitkan sertipikat vang memberikan jaminan kepastian

hukum sebagai hasil pelaksanaan pendaftaran peralihan

hak dan pembebanan Hak Tanggungan.
Qengan pembagian fungsi SEfFa pembuatan akta yang [
informatif, semestinya tidak lagi terjadi tarik menarik
antara Petugas Pendaftar {(Kantor Pertanahan) dan PPAT
mengenai formulasi ataupun rumusan dalam akta yang sebenar-
nya. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembuatan akta PPAT
yang efektif {untuk pendaftaran) tidak saja harus memenuhi

kaidah teknis pembuatannya, tetapi juga harus memperhatikan

kepentingan Kantor Pertanahan selaku pendattar mengenal
hal—hal apa yang harus dicantumkan dalam akta sepanjiang
dimunghkinkan.

Dengan adanya pembagian %ungsi antara Petugas Pendaf-
tar {Kantor Pertanshan} dengan PPAT, maka peran dan tang-

gung jawab PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran perubahan
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data peritanahan skan menjadi lebih besar dan dengan fungsi
itu akan memberikan kedudukan yvang lebih strategis dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran perubshan data
pendafttaran tanah akan dikabulkan apabila pembuastannya
telah benar dan informasi dalam akta telah cukup untuk pen—
daftaran, kecuali kemudian terdapat permasalahan yang meng-
haruskan pendaftarannya ditolak. Dengan perann?a vang lebih
bfsar, maka akan lebih memberikan kepastian bagi penerima
hak mengenai perolehan haknya. Dengan pelaksanaan demikian,
maka PPAT akan semakin eksis dan pelaksanaan pendaftaran
juga lebih mudah. Sebagai konsekuensinya PPAT harus dapat
membuat aktz yang efektif yang memenuhi syarat untuk pen-—
daftaran dan PPAT juga harus menguasai ketentuan pertanahan
khususnya yang menyangkut aspek pelayanannya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPAT sebagai

peiabat umum dan peranannya dalam Qtonomi Daerab @
1. Dalam sistem negatif yang mengandung unsur positif

pendaftaran tidak mengakibatkan perolehan hak. Pendaf—

taran hanya berfungsi antars lain menguatkan hak, vang

semula alat buktinya akan menjadi terdaftar dalam Serti-
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2.

pikat ataupun mengakibatkan lahirnya Halk Tanggungan.
Pengan kedudukannya sebagai pejabat yang diangkat cieh
Pemerintah, maka ia harus bijaksana apabila terdapat
kepentingan—kepentingan daerah dalam melaksanakan ctono-
mi daerah yang perlu d;akomodasi dan tetap menjalankan
jabatannya sesuai dengan ketentuan.

Dalam era ctonomi daerah, PPAT dapat memberikan usul,
saran dan pendapat kepada daerah terutama tentang
masalah vang berkaitan dengan transaksi tanah, ataupun
m35$lah pertanahan serta peluang-peluang memperocleh
pendapatan asli daerab.

Berkaitan dengan UU No. 20 Tahun 2000 juncto U4 No. 21
Tahun 1997, PPAT dan Notaris sebagail salah satu filter
vang efektif dalam pengenaan BPHTB yang dijadikan salahb
satu sumber penerimaan keuangan daerah.

Dalam menarik investor, masyarakat pemilik modal akan
mencari keamanan usahanya dan untuk itu biasanya ia
percaya kepada nasihat notaris/PPAT.

Dengan diundangkannya PP No. 37 Tahun 1998 tentang

Peratursn Jabatan PPAT dan diterbitkannya PMNA/KBPN




ks

Mo. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan
PRAT vang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 37
Tahun 1998 serta ketentuan mengenai Hak Tanggungan atau-
pun ketentuan pendaftaran tanah, maka terdapat kepastian
mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT. Apabils dalam
melaksanakan iabatan, seorang PPAT selalu berpedoman
padé peraturan jabatan sesual yang ditentukan dan tidak
melanggar larangan serta pembuatan aktanya sesuai keja-
dian dan dilakukan ocleh pemegang hak maka akta vang ber-—
sangkutan akan terjamin baik otentisitas maupun keabsah-
annya.

Analisa Yuridis tentang lembags Peiabat Pembuat fkta

Tanah {(PPAT} ini kemudian terjadi perbedaan pendapat di
kalangan ahli hukum apakah lembags tersebut sahftidak, dan
apakah dasar lembaga PPAT sudah dapat dipertanggungjawabkan
sesuai sistem perundangundangan, maka kita uraikan alasan

pendapat seperti di bawah ini.

3 Wawan Setiawan, S.H., Lembags OGrosse Akta Notaris sebagai
Bltenatif Pertama Dan tiama Lhtuk Menyelesaikan Songheta FPerdats,
Surabaya, 1995,
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Semenjak lahirnya Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 10
Tahun 1941, mengenai Pendaftaran Tanah yang merupakan
peraturan pelaksaﬁaan {teknis) dari Undang-Undang Fokok
Agraria {(Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), khususnya vyang
termuat dalam Pasal 19 dari Undang-Undang tersebut, dan
teristimewa setelah dikeluarkannya PMA (Peraturan Men-—
teri fAgraria) No. 11 Tahuon 1961? seplah-olah ada lembaga
baru, ads institusi‘baru dan ada pejabat pembuat akta
baru (selain notaris) vang berkaitan dengan Pejabat yang
berwenang untuk membuat akta mengenai tanabh.

Bahkan lebih dari pada itu, seolah—clah dengan "muncul-
nya” Pejabat yang baru, yang kemudian dikenal dengan
sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah {(PPAT), justru
"menyingkirkan” Notaris selaku Pejabat Umum dari kewe—
nangannya di dalam pembuatan akta, khususnya gi dalam
pembuatan akta tanab. Padahal jika peraturan umum,
menyatakan secara umum menyebutkan “akta ctentik"” maksa
itu harus diartikan adalah "akta notaris”.

Apakah PPAT yang bukan atau yang tidak dijabat (rangkap

oleh) Notaris itu, dapat gimasukkan ke dalam kelompok




"Pejabat"” yang juga diberi hkewenangan untuk membuat askita

agtentik. Bandingkan dengan atau seperti halnya Pejabat

lain vang bukan Notaris, yang juga diberi kewenangan

untuk membuat akta otentik dalam perbuatan hukum ter-

'tentu sebagaimana dimaksud di dalam perbuatan hukum,

menurut ketentuan yang termsktub dalam :

a. Pasal 281 KUH-Perdata, selain Notaris sebagairPEjabat

Umum juga pegawal Kantor Catatan 8ipil berwenang
membuat akta pengakuan anak di luar kawin.

Pasal 1227 KUH-Perdata, bahwa selain notaris sebagsi
Pejabat tmum, Juru Sita juga berwenang membuat akta
berita scara karena adanya penoclakan atau keterlam-—
batan pendaftaran Hipotik oleh pegawai penyimpan,
vang berwenang untuk itu.

Pasal 140% dan 14086 KUH-FPerdata, tentang penawaran
pembayaran karena adanya penoclakan dari yanyg berpi-
utang, vyang harus dibukfikan dengan akta yang dibuat
ocleh seorang notaris atau oleh juru sita.

Pasal 143 dan 218 KiH-Dagang, kewenangan jurud sita,

disamping notaris masih tetap berwenang, membuat akta
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protes wesel.

. Pasal 4 KUH-FPerdata, Kewenangan dari pegawal Catatan
sipil dengan mengecualikan notaris, untuk membuat
register kelahiran, pemberitahuan kawin, ijin kawin,
perkawinan dan perceraian serta kematian.

Jika memang demikién, apa yang mendasari atau landasan

hukumnyva oleh karena hingga saat ini, tidak ada satupun

undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 57 Juncto Pasal 51 Undang—undang Pokok

Agraria {UU No. S tahun 1960} ditegaskan, bahwa selama

belum diatur oleh peraturan perundangan yang baru, maksa

vetentuan—ketentuan dalam KUH-Perdata, mengenai hipotik

masih tetap berlaku. Kita telaah ketentuan Pasal 1171

KUH-Perdata, yaitu seperti dapat dibaca pada :

¥ Ayat kesatu dari pasal tersebut : "Dengan diancam

kebatalan akta hipotik harus dibuat dengan akta

otentik” 3 yang dimaksud dengan akta otentik, tidak
izin adalah akta notaris. Kenyataan sekarang, akta
hipotik dibuat dalam/berupa akta PPAT (termasuk vang

bukan notaris). Kemudian dengan diundangkannya Uu-Hak
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Tanggungan vaitu UY. No. 4 Tahun 1996 lain lagi,

yvaitu 3

— dalam Pasal 13 Ayat {1} disebutkan bahbwa "Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan" wajib dibuat

dengan akta notaris atau akta PPAT ... veannnes

"
PR N N AR B R R B A R A B A I B B B A A R A B BN R L B R

~ dalam Pasal! 1 Ayat {4) tertulis dan terbaca :
Pejijabat Pembuat Akta Yanah, yang selan-—
jutnya disebut PPAT adalah "Pejabat Umum"
yang berwenang untuk membuat akta pemin-—
dahan hak atas tanah, akta pembebanan hak
atas tanah, dan akita pemberian kuasa men—
bebankan Hak Tanggungan menurut peraturan
perundang—undangan yang berlaku.
Apakah akta PPAT itu (yang bukan akta notaris} meme-
nuhi ketentuan untuk dikatakan sebagai akia otentik.
Jika akia PPAT itu, akan dikategorikan sebagai "Akta
Otentik”, apakah masih di dalam sistem hukum yang
dianut, ataukah di luar sistem itu. Menurut sistem
hukum yang dianut, pengaturan tentang akta otentik
itu termasuk dalam ruang lingkup "hukum pembuktian”,

tidak termasuk dalam bidang hukum pertanahan ataupun

rukum agraria.
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Di dalam teks Pasal Ayat {4} Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1926 tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) tegas
dispbutkan bahwa "menurut peraturan perundang—undang-
an vang berlaku”. Artinya bahwa hal-hal yang berkena-
an dengan "akta otentik” pun "Peiabat” berwenang
untuk membuat - nya" itu, berlaku ketentuan undang-
undang yang mengatur mengenai hal itu.

Antara lain yang tegas mengatur mengenai hal itu
adalah Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Buku IV
perihal “Pembuktian” ; Hukum Acara Perdata (HIR, RBG,
Rv).
fAyat kedua dari Pasal 1171 tersebut, adalah sebagai
berikut : "Demikian juga kuasa untuk memberikan hipo-
tik dengan diancam kebatalan harus dibuat dengan akta
ctentik”. Apabila semua PPAT adalah Pejabat Umum,
maks herarti demikian jaubnya keluar dari sistem
bukum itu sendiri. Oleh karena konsehkuensi dari
padanya akan membawa akibat demikian jauh. Yaitu me-

nyangkut, sistem bukum, tata tertib dan sistematik
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dan sistematika hukum, kepastian hukum dan tatanan

hubkum itu sendiri.

Apakah Hukum Pertanaharn atau Hukum Agraria itu, akan

meniadli "masternyva” atau induknya yang kemudian mem-—

bawahi hukum lainnva. Apakah kelak di kemudian hari :

Hukum jaminan harus mengacu kepada bukum Agraria/-

!

Hukum Pertanahan, demikian pula halnya dengan Hukum

Perikatan. Hukum Kebendaan, Hukum Perdat;, Hukum
Pembuktian termasuk Hukum Acara jugs menginduknya
kepada Hokum AgrarissHukum Pertanashan.
Yang sangat menarik untuk mendapat perhatian kemudian
dicermati, dianalisa dan diambil kesimpulan dengan
penub kehati-hatian, yang kelak bermuara pada koreksi
vang sangat mendasar adalabh tentang kehadiran dan
keheradaan serta kiprah Pejiabat Pembuat Akta Tanah
termasuk kedudukan akta—akta yang dibuat oleh atau
di hadapannys.
a. Kita mulai menelusuri kehulunya, sebagail pangkal
tolak analisa ilmiah obhyektif, logis—yuridis,

berfikir pragmatis didasarkan kepada sistematika




urutan peringkat peraturan perundangan yang berla-
ku, dap secara real itu bisa diterima dengan akal-
sehat, wajar dan lugas, yaitu mari perhatikan
Undang-Undang Pokok Agraria {(Undang—Undang No. O
Tahun 1960). Khusus kita tunjukkan pada Pasal 19
{sembilanbelas}), Dari sini kita akan menemukan
"hibit" sumber pemikiran untuk meniadi benih
persemaiah_pemikiran selanjutnya. Kita hentikan
sejenak, alam kita yang sekarang ada pada posisi
"muara' kesalahan yang sudab berjalan lebih dari
30 tahun itu.

. Hingga saat ini hampir seluruh ahli hukum, mengira
penuh keyakinan, bahwa dasar adanya PPAT itu ada-
lah Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 196%.
Yang kalau kita kutipkan bagian yang sangat rele-
van di dalam konteks/pembicaraan sekarang ini
adalah =

FPasal 1.
{1} Untuk setiap kecamatan atau daerah
vang disamakan dengan itu {(selanjut-

nya dalam Peraturan ini disebut :
Kecamatan), diangkat seorang pejiabat
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c.

contoh terlampir pada peraturan ini.
Para ahli hukum, hukum, msendalilkan {seclah—oclah
terbius dengan kesalahannya}, bahwa PMA No. 1l
tahun 1961 bersumberkan dari Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 No. 28) yaitu tentang Pendaf-
taran Tanah.
Adapun sumber lahirnya PP No. 10 Tahun 1961 itu,
adalah Pasal 19 Undang—-Undang Pokok Agraria.
Ban;ak orang menyebut dan mempergunakan Pasal 19
UUPA sebagai dasar pembicaraannya. Tetapi banyak.
dan hampir sebagian besar ahli hukum tidak pernah
atau belum pernah membacanya, paling tidak memba-
canya dengan benar, atau setidak-tidaknya mengar-
tikan atau menafsirkannya keliru.
Untuk memudahkan, dan sekaligus menghindari ter-—
jadinya "fitnah”, sebaiknya kita sitir bagian
utama yang berisi roh dan jiwa Pasal 19 UyPA itu,
vang menyebabkan ia hidup utubh.

Bagian II : Pendaftaran tanah.

Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pen-

daftaran tanah di seseluruh wila-—
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vah Republik Indonesia megurut

ketentuan—ketentuan yvang diatur

dengan peraturan Pemerintah.
(2} Pendaftaran tersebut dalam avat

1 pasal ini meliputi

a. pengukuran, perpetsan dan
pembukuan tanah 3

b. pendaftaran hak atas tanabh
dan peralihan hak—hak terse-—
but ;

c. pemberian surat—surat tanda
pukti hak, yang berlaku se-—
bagai alat pembuktian yang
kuat.

{3} Pendaftaran tanabh diselenggara-—

KaM ceenosvssassvenansvsssosnvannse

{4} Dalam Peraturan Pemerintah dia-
tur biaya-biaya yang bersang-

kutaﬁ # # ® F & F A PN s S S sEa R e arw s

{1} Pasal 19 UUPA itu yang merupakan Bagian II dari

Bab II undang-undang tersebut, jelas, tegas,
gamblang, tidak mungkin aitafsirkan lain, kecual:i
hanya pengaturan "pendaftaran” yang bersifat ad-
ministratif. Tindakan itu adalah tindakan admi-
nistratif, yang diberikan kewenangan untuk
melakukan hbal itu kepada Pemerintah, pejabat
administrasi negara, pejabat tata usaha negara.
Pendaftaran itu dilakukan "oleh"” pejabat yang

diberi kewenangan untuk itu. Bukan dilakukan cleh
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{2)

{3}

(41}

(3)

pihak lain di hadapan pejiabat itu.

Pasal tersebut, tidak memberikan kewenangan
kepada pemerintah, untuk mengaﬁur tentang
perbuatan hukum, yvang menjadi kewenangan pihak-
pihak yang berkepentingan. Misalinya perbuatan
tentang peralihan hak, termasuk 5ua}—beli; hibah
maupun pemberian hak tertentu dari seorang pemi-
1ik kepada pihak lain.

Apabila pasal tersebut, tidak mengatur tentang
alat bukiti perbustan hukum mengenai hal itu,
misalnya akta jual-beli, skta hibah, akta pembe-
riarn hak tanggungan dan lain sebagainya.

Pasal tersebut tidak mengatur, bahkan sama sekali
tidak melimpahkan kewenangan untuk mengatur
pejabat yang berwenang membuat alat bukti dari
adanya perbuatan hukum, misalnya pejabat pembuat
aktas jual beli tanah, atau pejabat pembuat akta
pemberian hak tanggungan, dan lain sebagainva.
Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh un-

dang—undang hanya mengenal pendaftarannya, hanya
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(&)

{7}

tindak administrasi, maka pengaturannya untuk itu
cukup dengan Peraturan Pemerintah.

Pengan demikiaﬁ Peraturan Pemerintah vang lahir
sebagai penjiabaran dan pelaksanaan atau perintah
dari Pasal 19 (undang~undang) itu, karena bersi-
fat administrasi, hanya {terbatas) pada urusan
"pendaftaran”, tidak lebih dari itu. Tidak boleh
lebih dari itu. Tidak termasuk yang di luar itu.
fdapun kewenangan membuat alat bukti tertulis dan
juga otentik, dari adanya perbuatan hukum pihak—
pihak yang'befkepentingan, tetap berada pads
"Pejabat Umum” yang telah ada pada saat UUPA 1tu
diundangkan. Pada saat Pasal 1% UUPA itu mulad
berliaku. Bahkan sebelum ada, sebelum berlakunya
Pasal 19 UUPA. Bentuk akta otentik. Siapa vyang
dimaksud dengan Pejabat Umum yang berwenang
membuat akta otentik itu. Sudah jelas, dan tidak
hisa ditafsirkan lain. Juga tidak boleh diper-—
luas meupun dikurangi apalagi disimpangi dengan

produk peraturan di bawah undang—undang.
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Menurut sistem hukum yvang dianut dan berlaku di
Indonesia, peraturan yang méngatur tentang akta octentik,
termasuk bentuk dari akta, demikian pula peraturan
tentang jabatan dari pejabat pembuat akta itu, mutlak
narus dengan undang-undang, dan tidak beleh diatur dengan
peraturan yang lebih rendah dari Undang-tndang.

Khusus peraturan yvang mengatur tentang jabatan pembuat akta
termasuk jika diperlukan jabatan PPAT di luar Fejabat Umum
vang hingga saat ini satu-satunya adalab Notaris, harus
dibuat dan dituanghan serta diatur dalam Undang-Undang
arganik.

Coba kita cermati, yang hingga saat ini dianggap
sebagai sumber lahirnya PPAT itu adalah 3
a. Pasal 17 PP no. 10 Tahun 1961 3

Setiap perjanjiian yang bermaksud memindahkan
hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru
atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,
harus dibuktikan dengan sesuatu akta yang
dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang ditun-
juk oleh Menteri Agraria {selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat). Akta
tersebut bentuknya ditetapkan ocleh Menteri

fAgraria.

b. Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961 tentang

-
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Bentuk Akta.

Pasal 1.

Akta—-akta vang dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1361
tentang Pendaftaran Tanmah (Lembaran
Negara Tahun 1961 No. 28) harus dibuat
oleh peiasbat pembuat akta tanah dengan
mempergunakan forpulir—formulir {(daf-
tar isian} yang contoh-contohnya ter-—
lampir pada Peraturan ini.

Pasal 2. Untuk membuat akta—-akta vang dimaksud

dalam Pasal 1, peiabat harus mempergu-
nakan formulir-formulir yang tercetak.

Anakah akta PPAT ada}ah akta otentik 7

Suatu akta dikatakan otentik bilamana pembuatannvya

dan peresmiannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam

Pasal 1848 Kitab Undang—Undang Hukum Perdata :

a. dibuat di dalam bentuk vang ditentukan cleh Undang-

tindang,

itu dibuat.

dibuat pleh atau di hadapan Peiabat yvang berwenang,

Pejabat Umum vang berwenang untuk itu di tempat akta

Dari unsur—unsur di atas dapat kita tarik kesim-—

pulan bahwa akta—akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak

memenuhi unsur-unsur a dan b tersebut di atas.




BAE 11X X

METOEE PENEL_ITIAN

3.1. METOUDE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
éemecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemerik-
saan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap,suatu geja-
1z untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode peneli-—
tian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata

cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan

penelitian.q

Dengan demikian maka penelitian yang dilaksanakan tidak
lagi untuk mempercleh data vang telah teruji kebenaran ilmi-
ahnya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada
suatu pola pikir menurut sejarahnys vaitu berpikir secara
rasional dan berpikir secara empiris atau melalul pengalam—

an. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka

4 Soer jono Soekanto, Fengantar Penelitian Hukumtniversitas Indonesia
Press,Jakarts, 1986,
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digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pende-—
katan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemi-—
kiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pem—
buktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.s
3.2. METObE PENDEKATAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
yuridis normatif dan empiris, dibahas melalui studi kepusta-
kaan untuk memperoleh informasi dari pengetahuan empiris
dari responden.
3.3. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian des-—
kriptif analitis, dengan tujuan untuk memperoleh dasar, dan
tetepatan Titel Eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan.

Deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan objek
permasalah, sedangkan analitis sengandung makna mengelom—
pokan, menghubungkan dan membandingkan serta menggunakan
aspek—aspek bidang ke''Pejabat Fembuat Akta Tanah"an dan

be'notaris”an.

% Rowyy Hanitijo Soemitro,Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetrs,
Ghalia Indonesia,Jakarta,1990. :




3.4, POPLYE_ASI DAN PENENTUAN SAMPEL

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari suatu vyang
sedang diteliti atau dapat dikatakan populasi penelitian
merupakan sejumlah manusiza atau unit yvang mempunyai ciri-
ciri atau karakteristik yvang sama.

Yang menjadi populasinya adalsb

1. Kantor Pertanashan Blora.
2. Kantor P.T..Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Blora. i
3. Klien/Pebitur.
4. Notaris dan PPAT.
Mengingat banyaknya populasi yang diteliti, maka
penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel.
Cara dan metode pengambilan sampel adalah purposive
sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan
cara pengambilan subjek didasarkan tujuan tertentu.
Penelitian dengan menggunakan sampel dari populasi
ini dipilih berdasarkan alasan—alasan antara lain :

i. Penelitian sampel dapat dilakukan dengan lebih cepat dan

lebih murah karena sampel lebih cepat dari populasi maka
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pengumpulan data pengelolaan data dapat dilakukan dengan

cepat.

2. Penelitian .sampel dapat menghasilkan informasi vang
lebih konprehensif.

3. Penelitian sampel lebih akurat.

4., Dengan penghematan yang didapat dari waktu dan biaya

i maka dengan penelitian sampel ini dimungkinkan untuk
menyelid%ki populasi yang lebih besar dan lebih
bervariasi.

Selanjutnya setelah ditentukan sampel vang dijadikan
phbiek penelitian maka ditentukan responden dari penelitian

ini. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini

adalah 3

1. Kepala Kantor Pertanahan Blora {(khususnya Kepals Seksi
Hak Atas Tanah).®

2. Kepala Kantor P.7. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Cabang Blora {(Khususnya Kepala Bagian Kredit).7

5 Wawancars dengan Bapak Budi Muljono, S.H., MM,
tanggal 3 September 2004

i 7 Wawancara dengan Bapak Adii Sabdono,
tanggal 3 September 2004
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3. Dua orang Klien/Debitur.
4. Dua orang Notaris dan PPAT.
3.5. METODE PENGUMPULAN DATA
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam
menyusun tesis ini didalam mengadakan penelitian dibutubkan
adanya suatu tara atau metode tertentu guna mengumpulkan
data tersebut. Data vang dikumpulkan meliputi data kepusta-
kaan dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Kepustakaan
a. Data
Data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan
ini adalah data sekunder vyang meliputi
a.1 Bahan Huhkum Primer, terdiri dari :
- Berbagai peraturaﬁ perundang-undangan yang
menyangkut pertanahat.
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang
menyangkut pendaftaran tanah.
a.? Bahan Hukum Sekunder, yakni berbagai macam
kepustakaan yang berhubungan dengan Titel

Fksekutorial, Grosse, dan Sertipikat Hak
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Targgungan Atas Tanah.

a.3 Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

- Kamus Hukum.
- Kamus Bahasa Indonesia.
2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian vang
secara langsung mempelajari permasalahan vang diteliti
pada obhiek—obiek vang diteﬁtukan.

Penglitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara
vaitu melakukan tanya jawab dengan responden. Meskipun
dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang
gdisesuaikan dengan situasi dan jawaban pada saat wawan—
cara diltakukan.

Metode wawancara atau interview adalab suatu teknik
pengumpulian data vang penulis lakukan dengan jalan
mengadakan wawancara atau tanya jawabh dengan responden
vang telah ditentukan.

Penulis memilih metpde ini dengan beberapa pertim—
bangan, bahbwa metode ini ternyata memberikan beberapa

keuntungan, antara lain :
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a. DPengan memperoleh informasi langsung dari objieknvya,
diharapkan akan memperoleh tingkat ketelitian vang
relatif tinggi.

b. Keterangan vang didépatkan tidak semata-—mata dari
hal—-hal yang bersumber dari pertanyaan—pertanysan
vang telah disiapkan,-akan tetapi dari perkembangan
tanya jawab tersebut.

c. Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung
gdan bersifat pribadzi.

3.6. METODE ANALISA DATA

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum in concreio
dan asas—asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianali-
=a secars deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan
hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan
tandasan teori yang ada yang dipakai sehingga memberikan
gambaran—gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang
diteliti. Disamping itu digunakan jugs metode analisa kuali-
tatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang
diteliti menggunakan logika/penalaran untuk memperoclieh

pemahaman secara imperatif.
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3.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab Kesatu beri=si Pendahuluan yang terdiri atas @

{ atar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan

Kegunaan Penelitian.
Babk Kedua berisi Tinjasuan Pustaska yang terdiri atas
Sejarah Titel Eksekutarial, Notaris dan Aktanvya, Pejabat

Pembuat Akta Tanah dan Aktanys.

-
H

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian yang terdiri dari

®

Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi.Peneli—

tian, Populasi Dan Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan

Data, Metode Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

Bab Keempat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang

an, Eksekusi Hak Tanggungan, dan Kantor Pertanahan.

Bab Kelima berisi Penutup yvang terdiri atas @

Kesimpulan dan Saran.

“terdiri atas : Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggung-

59




BAE IV

HOYSIE PERNEL_IT IAN DAN FPEMSOAHOSSAIN

4.1. Hak Tanggungan
Pasal 1 Ayat {1} Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1976 tentang Hak Tanggungan ftas Tanah Beser-—
ta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berbunyi seba-—
gasi berikut 3
Hak Tanggungan adalab hak jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang—-tndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak
herikut benda-benda lain vang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan
vepada kreditur tertentu terhadap kreditur—kre-
gitur lain.
Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat
dalam definisi tersebut. Unsur—unsur pokok itu ialah 3
a. Hak 3aminan,
b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesusail Un—

dang-Undang Pokok Agraria,

c. Dapat dibebankan berikut benda—benda lain yang merupakan
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satu kesatuan dengan tanah itu,

g. Untuk pelunasan utang tertentu,

e. Memberikan kedudukan vang giuvtamakan kepada kreditur-—
kreditur tertentu terhadap kreditur—kreditur lain.

Merurut UUPS, yang dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani Hak Tangoungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha

dan Hak Guna Bangunan {Pasal 235, 33 dan 37 UUPA).

Mamun jika kita lihat Pasal 4 UUHT, obiek Hak Tanggungan

adalab 3

a. Hak Milik,

. Hak Gunas Usaha,

c. Hak Guna Bangunan,

4. Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat
dipindah—tangankan,

e. Hak Pakai =tas Hak Milik {(masib akan diatur dengan
fPerasturan Pemerintahl}.

Menurut Pasal 4 Ayat (4) UUHT, Hak Tanggungan tidak hanya

dapat dibebankan pada hak atas tanahnya saia, tetapi dapat

pula berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah

ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
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tersebut, atau yang dalam UUHT disebut "benda-benda yang

berkaitan dengan tanah”.

Sahnya Hak Tanggungan agar hak tanggungan dapat berikut

bangunan, tanaman dan hasil karya di atas tanah itu, harus

memperhatikan syarat sebagai berikut =

— bangunan, tanaman dan hasil karya harus merupakan satu
kesztuan dengan tanah tersebut,

- apabila bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut meru-
pakan milik pemegang hak atas tanah, maka Hak Tanggungan
yvang dibebankan atas hak atas tanah.tersebut terbebankan
pula pada bangunan, tanaman dan hasil karya di atas tanah
itu, harusliah pembebanannya dengan tegas dinvatakan di
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersanghkutan.

— apabila bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut tidak
dimiliki cleh pemegang hak atas tanah, harusiah pembeban—
an hak tanggungan atas benda-benda tersebut dilakukan
dengan adanya penandatanganan serta oleh pemiliknya atau
vang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik

pada Akta Pemberian Hak Tanggungannya.
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fBsas—asas Hak Tanggungan

a. Memberikan Kedudukan yang Diutamaskan Bagi Kreditur

FPemegang Hak Tanggungan {(droit de preference)
Dalam Penjelasan Umum UUHT, di dalam angka 4 dijelaskan
bahwa yang dimaksudkan dengan “memberikan kedudukan
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur
txin” ialahb :
Bahwa jika debitur cidera janii, kreditur
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melaluz
pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
vang bersangkutan, dengan hak mendahulukan
daripada kreditur-—-kreditur yang lain. Kedudukan
diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak
mengurangi preferensi piutang-piutang negars
menurut ketentuan—ketentuan hukum yang berlaku.
Piutang-piutang Negara yang mana saja yang harus didahu-
lukan dari Hak Tanggungan 7
Dalam Undang—Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1260 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara, tidak dijumpal ketentuan
vang menentukan mengenai didabhulukannya piutang negsra
dari gadai dan hipotik. Dengan demikian, juga tidak

didahulukan dari Hak Tanggungan.

Dalam Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan
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Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpaijakan, dapat dijumpal ketentuan
vang menentukan tagihan pajak mempunyai hak mendahulukan
melebihi segala hak mendabolui lainnya.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa berpedoman
kebada ketentuan-Pasal 113? Kitab Undang-Undang Houkum
Perdata, piutang negara yang kedudukannya lebih tinggi
dari Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4
penjelasan umum UUHT, hanya tagihan pajak saja.
Yidak Papat Dibagi-bagi
Pasal 2 fivat (1} UUHT =
"Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-
bagi kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Avat Z."

frtinys @ Hak Tanggungan membebani secara utuh obiek Hak

Tanggungan dan setiap bagian garipadanya.

Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak
herarti terbebasnya sebagian obiek Hak Tanggungan dari
beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap

memnbebani seluruh obiek Hak Tanggungan untuk sisa utang
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vang belum dilunasi.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) juncto Ayat (2) UUHT, sifat

tidak dapat dibagi-bagi Hak Tanggungan dapat disimpangi

oleh para pihak bila dikehendaki ocleh para pihak, dengan
memperjanjiikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungannya ;

sepanjang *

- Hak Tanggungan itu dibebankan kepada heberapa hak atas
tanah,

- Pelunasan utang vang dijaminkan dilakukan dengan cara
angsuran, yang besarnya sama dengan nilai masing-ma-—
sing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obiek
HMab Tanggungan yang akan dibebaskan dari Hak TYTanggung-
an tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu
hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menja-—

min sisa utang yang belum dilunasi.

c. Hanya Dapat Dibebankan Fada Hak Atas Tanah yang

Telalh Ada
Dari ketentuan Pasal 8 UUHT, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak

atas tanah yang telah dimiliki oleh pemberi Hak
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Tanggungan .

Bleh karena itu, hak atas tanab yang baru akan dipunyai
oleh seseorang di kemudian hari tidak dapat dijaminkan
dengan Hak Tanggungan bagi pelunasan suatu utang.

Begitu juga tidaklah sunghkin untuk membebankan Hak Tang-
gungan pada suatu hak atas tanabh yang baru akan ade di
kemudian hari.

Dapat Dibebankan Selain Atas Hak Tanahnyas, Jugs Berikut
Benda—benda yang Berkaitan Dengan Tanah Tersebut
Benda—-benda yvang berkaitan dengan tanah bergpa bangunan,
tanaman dan hasil karvya vang merupakan satu kesatuan
dengan tanah tersebut.

Dapat Dibebankan Juga Atas Benda—Henda yang Berkaitan
Dengan Tanah yang Baru Akan Ada Di kemudian Hari

Pasal 4 fAyat {4) UUHT memungkinkan pembebanan Hak Tang-—
gungan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah se-
kalipun benda-benda tersebut belum ada, akan tetapi baru
akan ada di kemudian hari.

Benda~benda vang baru akan ada di kemudian hari terse—

but, nantinya harus berkaitan/merupakan bagian dari
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tanah yvang dibebani Hak Tanggungan.

Papat Dija&ikan Jaminan Untuk Utang yarng Haru Akan Ada
Dengan demikian utang vang dijamin dengan Hak Tanggungan
dapat berupa utang yang sudah ada, maupun-yang belum ada
{vang baru akan ada di kemudian hari)}, tetapi harus
sudah diperjaniikan sebelumnvya.

Hzl demikian galam praktek lazim terjsdi, misalnva, da—
lam pemberian kredii dalam bentuk Rekening Koran, yang
dicantumkan nilai plafond kredit, sedangkan debitur bia—
sanya tidak sekaligus memakai plafond kredit tersebut,
tetapi memakai secars bertahap.

ftau dalam Kredit Investasi, dimana pembayaran diangsur,
sehingga hutang yang sebenarnya tidak sama dengan pla-
fond kreditnya.

Seperti dikemukakan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1}
UUHT, dapat dijadikannya Hak Tanggungan untuk menjamin
utang yang baru akan sda di kemudian hari, adalah untuk
menampung kebutuhan dunia perbankan berkenaan dengan
timbulnya utang dari nasabah bank sebagai dilakukannya

pencairan atas suatu garansi bank. Juga untuk menampung
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timbulnya vtang sebagai askibat pembebanan bunga atas !

pinjaman pokok dan pembebanan ongkos—ongkos lain yang

Jumlabnya baru dapat ditentukan kemudian.
1. Dapat Menjamin Lebih Pari Satu Utang
Pasal 3 Avat (2} UUHT menentukan
"Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang

yvang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu ' %

utang atau lebih yvang berasal dari beberapa hubungan

hukum” .

Pasal 3 Ayat {2} UUHT tersebut, memungkinkan pemberian

suatu Hak Tanggungan untuk :

- beberapa kreditur vang memberikan utang kepada satu
debitur berdasarkan satu perjanjiian utang,

- beberapa kreditur yang memberikan utang kepads satu
debitur berdasarkan beberapa perianjian utang piutang
pilateral antara masing-masing kreditur dengan debitur
yvang bersangkutan.

Dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUHT tertampung kebu-

tuhan pemberian Hak Tanggungan bagi kredit gindikasi

perbankan ; dan memberikan kemungkinan pemberian jaminan
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berupa satu Hak Tanggungan kepada beberaps kreditur se-
cara paripasu.

Mengikat Objieknya Dalam Tangan Siapapurn Objek Hak Tang-—
gungan Itu Berada

Pasal 7 HUHT menetapkan azas yvang disebut azas "droit de
suite” atau Yzaakgevolg”, yaitu bahwa Hak Tanggungan
tetap mengikuti objeknyva dalam tangan siapapun obiek
tersebut berads.

Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek Hak
Tanggungan beralih kepada pihak lain karena sebab apapun
jugas.

Hanya Dapat Dibebankan Atas Tanah yang Tertentu

Asas ini menghendaki babwa Hak Tanggungan hanya dapat
gibebankan atas tanah vang ditentukan secara spesifik,
yang dikenal dengan nama 3sas spesialitas {(FPasal 8, Pa-
sa1 11 fAvat (1)} huraf e UBUHT).

Waiilh Pidaflarkan

Terhadap Hak Tanggungan berlaku azas publisitas {(azas
teterbukaan). Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tang-

gungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
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Fendaftaran tersebut merupakan syarat mutlak lahirnQa
Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan
terhadap pihak ketiga.

Dapat Diberikan Dengan Disertai Janji—janii Tertentu
Menurut Pasal 11 Ayat {2} UUHT, Hak Tanggungan dapat
disertai jansi—janji tertentu. Janji-janjii tersebut
dapat dicantumkan dalam Bkta Pembefian Hak Tanggungan.
Janjé—janji tersebut bersifat fakultatif dan tidak
limitatif. Bersifat tidak limitatif karena dapat pula
diperjaniikan janji—-janii lain, selain daripada Jjanji-
janii yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2}
HUHT .

Tidak Boleh Diperjaniikan Obieknya Untuk Dimiliki Sen—
diri Oleh Pemegang Hak ¥Tanggungan Bila Debitur Cidera
Janii

Menurut Pasal 12 UUHT, 3aniz yang mesberikan kewenangan
kepatds pemesgang Hék Tanggungan untuk memiliki objek Hak
Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi
hukuam.

Janjii vang demikian disebut "vervalbeding”.
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{.2. Akta Pemberian}ﬂak Tanggungan.

Sleh Pasal 17 UUHT menentukan bahwa bentuk dan isi
Akt Pemberian Hak Tanggungan, bentuk dan isi buku tanah
Hak Tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata
céra pemberian dan pendafiaran Hak Tanggungan ditetapkan
dan diselenggarakan berdasar Peraturan Pemerintah sebagai-
mana dimaksoud dalam Pasal 17 UUPA.
Ternyata mengenai hal tersebut tidak diatur dengan Pera-
turan Pemerintah, tetapi diatur deggan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional MNomor 3
Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak
Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan.

fAkta Pemberian Hak Tanggungan dalam praktek dibuat
cleh PPAT Notaris sebagai pilihan kreditur dengan pertim-
bangan berkaitan dengan akta perjanjian kredit yang
herhubungan langsung dengan notaris.

Dapat kita bandingkan, bahwa bentuk Akta Pemberiaﬁ Hak
Tanggungan hanya diatur oleh Peraturan Menteri Negara

fgraria/Kepala Badan Pertanahan MNasional, padahal untuk
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memennhi syarat oitentisitas suvatu akta otentik g bentuﬁhya
harus diatur oleh Undang-Undang.
Dalam Pasal 11 Avat (1) UUHT ditentukan, bahwa di
dalam Aktas Pemberian Hak Tanggungean wajib dicantumkan
a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan,
. domisili pihak—pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan apabila di antara mereks ada yang berdomisili di
luar Indonesia, baginyva harus pula dicantumkan suatu

domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili

pitihan itu tidsk dicantumkan, kantor PPAT tempat

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap domisi-

1i yvang dipilih,
c. penunjukan secara jelas utang ataus utang—utang yang
dijamin,
d. nilai tanggungan,
e. uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.
Keterntuan Pasal 1i Ayat (1} UUHT memberikan azas spesiali-
tas kepada Hzak Tanggungan baik mengenai subjek, obiek
maupun utang yang dijamin. Penjelasan Pasal 11 Ayat (1)

UUHT mengemukakan bahwa ketentuan ini menetapkan isi yang

72




sifatnya waliib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggurigsn.

Tidak dicantumkannya secara lengkap hal—-hal tersebut dalam

Aktes Pemberian Hak Tanggungan, mengakibatkan akta tersebut

batal demi bukum. . i

Sedangkan Pasal 11 Avat {2} UUHT berbunyi sebagai

berikut :

Dalam Akta Pemberiasn Hak Tanggungan dapat dican—

tumkan janji-janii, antara lain =

a. janji vang membatasi kewenangan pemberi Hak
Tanggungan untuk menvewakan objek Hak Tang-—
gungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka
waktu sewa danfatau menerima vang sewa di muka,
kecusli dengan persetujuan teritulis lebib
dahulu dari pemegang Hak Targgungan j

b. janjii yang membatasi kewenangan pemberi Hak
Tangoungan untuk mengubah bentuk atau tata
susunan objek Hak Tanggungan, kecuali dengan
persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang
Had Tanggungan i

c. janii vang memberikan kewenangan kepada peme-—
gang Hak Tanggungan untuk mengelola obiek Hak
Tanggungan berdasarkan Penstapan Ketua Penga-—
dilan Negeri yang dasrabh hukusnya meliputi
letak obiek Hak Tanggungan apabila debitor
sungguh—sungguh ciders janii ;

d. janji yvang memberikan kewenangan kepada peme-
gang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan ocbiek
Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuvk mencegah menja-
gi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi
objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau
dilanggarnya ketentuan undang—undang ;

e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama
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mempunyai hak untuk meniuval atas kekuasaan
sendiri objiek Hak Tanggungan apabila debitér
cidera janii ;

f. janji vang diberikan oleh pemegang Hak Tang-
gungan pertama bahwa objek Hak Tanggungan tidak
akan dibersihkan dari Hak Tanggungan ;

g. janii bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan
melepaskan haknya atas obiek Hak Tanggungan
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
pemeganyg Hak Tanggungan

h. janii bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempe-

" rpoleh seluruhk atau sebagian dari ganti rugi
vang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila objek Hak Tang-
gungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak
Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepen-
tingan umum 3

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan ;empe—
roleh selurub atau sebagian dari vang asuransi
vang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya, jika objek Hak Tanggungan
gdiasuransikan j

j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan_mengn—
songkan objek Hak Tanggungan pada waktu ekse-
kusi Hak Tanggungan j;

. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 Avat (4).

Seharusnya konsisten dengan sistem peraturan
perundangan yang berlaku Akta Pemberian Hak Tanggungan
dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum dan dengan
ronsekuensi babwa Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat
diberikan Titel Eksekutorial, yang berarti Titel
Eyxsekutorial tidak periu dicantumkan pada cover Sertipikat

Hak Tanggungan karena Sertipikat Hak Tanggungan adalah
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salinan buku tanah hak tanggungan yang dijahitkan menjadi
satu dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh
rotaris dibubuhi tertanda dan disertai tanda tangan Kepala
Kantor Pertanahan.

Di dalam praktek, Akta Pemberian Hak Tanggungan ini
dibuat rangkap 4 {empat) dengan Z (dua) blanko Akta
Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh para pemi-
1ik jaminan, kreditur, para saksi, dan PPAT, sedangkan 1
{satu}.glanko dibubuhi t.t.d. {tertanda) vang dijahitkén
menjadi satu dalam Sertipikat Hak Tanggungan dan 1 (satu)
blanke dibubuhi t.t.d. {(tertanda} diserahkan kepada
kreditur.

Kreditur tidak banyak membahas masalah akademis menge-—
nai irah—-irab "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”, tetapi lebih cenderung untuk membahas masaltah
substansi/ isi dalam suatu akta.a

Bilanko Akta Pemberian Hak Tanggungan {dan Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan) ini dalam praktehk pernah

8 Wawancara dengan Bapak Adji Sabdono,
tanggal 3 September 2004
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mengalami kekosongan/blanko habis secara merata di seluruh

Kantor Pos Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora.
Seharusnya, PPAT sebagai peiabat umum yang diangkat berwe-
nang membuat akts sendiri, bukan dengan blanko yang sering
tidak sesuai dalam penggunaan praktek keseharian. Hal ini

bukan hanya masalah tehnis, tetapi berkaitan dengan masalah

tertentu vang perlu kejelasan dan pengorbanan. Yang dibu-—
tuhkan sdalah standard ekta {akta yang bakul}, bukan blanko
akts.
Pemberian Hak Tanggungan menurut Pasal 13 Ayvat (1)
HUHT waiib didaftarkan pads Kantor Pertanahban.
Tata cara pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan diatur
dalam Pasal 13 fAyvat (2} dan Avat {3} UUHT cebagair berikut o
~ metelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tang-—
gungan yang dibuat oleh PPAT dilakukan oleh para
pihak, PPAT mengirimkan Akta Pemberian Hak Tang-

gungan yang bersangkutan disertai warkah—warkah
yvang terkait yang diperlukan oleh Kantor Perta-

nahan.
- Pengiriman tersebut wajib dilakukan oleh PPAT
vang bersanghkutan selambat-lambatnya tujuh (7)

hari kerja setelah penandatangan Akta Pemberian
Hak Tanggungan itu.

% Pendaftaran Hak Tangoungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan

dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya
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dalam buku tanah hak atas tanah vang menjiadi objek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada Sertipikat
hak atas tanah yang bersangkutan.

Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari
ketuijuh setelah penerimaan secara lengkap surat—-surat yeng

diperiukan bagi pendaftarannya, dan jika hari ketujuh itu

~ Jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi

bertanggal hari kerja berikutnya.

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (1) UUHT menentukan bahwa seﬁggai
tanda bukti adanys Hak Tanggungan, Kantor Pertanashan mener-
bitkan "Sertipikat Hak Tanggungan” sesuai dengan peraturan
yvang berlaku.

Dalam Pasal 14 Ayat (4) UUHT ditentukan babhwa Sertipikst
hak atas tanah yvang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak
Tangogungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (3) LUHT
dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersang-
kutan. Namun, kreditur dapat memperianiikan dalam ARkta
Pemberian Hak Tanggungan agar Seritipikat tanah tetap
diserahkan kepads kreditur.

Dalam prakiek sehari-hari hampir selalu krediturlah yang
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tetap memegang Sertipikat tanahnya, agar bila terjadii‘ekse-—

kusi atas objek Hak Tanggungan tidak mengalami kesulitan

menguasai Sertipikat tanahnya.9

Kadanghkala ada vang salah mengerti vang menyimpan
sertipikat notaris.

Proses secara rinci tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
dapat dilihat daslam Peraturan Menteri Negara AgrariafKepslza
Badan Pertanahan Nasional Momor 5 Tahun 1995 tentang Pen—
daftar;n Hak Tanggungsan.

Pasal 14 HUHT menyebutkan 3

{1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan,
Kantor Pertanshan menerbitkan Sertipikat Hak
Tanggunogan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

{2} Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-
akta "Demi Keadilaen Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

{3} Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial
vang sama dengan putusan pengadilan yang telabh
mempunyal kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepan-—
jang mengenai hak atass tanah.

{4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, Sertipikat

K Wawancara dengsn Bapak Kardiono,
tanggal 7 September 2004
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hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
dalam Pacal 13 Avat {(3) dikembalikan kepada

1 pemegang hak atas tanmah yang bersangkutan.

E {5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada

| pemegang Hak Tanggungan.

Adapun bentuk dan arti Sertipikat Hak Tanggungan diatur
dalam Peraturan Menteri Megara Agraria/Kepala Badan Perta-
nahan MNasional Nomor 3 Tahun 19946, yang seperti diuraikan

dalam Fasal 1

{1} Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat {1},

bentuk Akita Pemberian Hak Tanggungan sebagsi-
mana dimaksud dalam Pasal 10 Ayvat (2}, dan
bentuk Buku Tanah Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Ayvat (3) Undang-Undang
Hak Tanggungan sdalah sebagaimana tercantum
masing-masing pada lampiran I, lampiran II dan
lampiran 111 Peraturan ini.

{2} Bertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan
terdiri atas salinan Buku Tanah Hak Tanggungan
dan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan, yang dibuat oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dan
dijahit menjadi satu dalam sampul dokumen
dengan bentuk sebagaimana pada Lampiran IV

Peraturan ini.
Sebelum membahas terlebih lanjut masalah—masalah sekitar
! Sertipikat Hak Tanggungan terlebih dahulu kita tinjau ten-—

tang Eksekusi Hak Tanggungan.

7
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Sebagasimana diketahui, bahwa Hak Tanggungan bertujuan untuk
menjamin vtang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan
kepada debitur. Apabila debitur cidera janjili (wanprestasi),
tarnah {hak atas tanah} yang dibebani Hak Tanggungan‘berhak
dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpas persetujuan dari
pemberi Hak Tangguﬁgan dan pemberi Hak Tanggungan tidak
dapat menyatakan keberatan stas penjualan tersebut.

Agar penjualan tersebut dilskukan secara jujur {fair}, UUHT
mengharuskan agar penjuslan dilakukan melaluil pelelangan di
muka umum, menurut tata cara yang ditentukan dalam peratur-—
an perundang-undangan yang berlaku {Pasal 20 Ayat (1)}

UUHT Y.

Menuruat dafa di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
sejak saat diberlakukannya UUHT, maka tidak ada ARHT vyang
dibuat di hadapan PPAT lain, kecuali PPAT Notaris.i©
4.3. Eksekusi Hak Tanggungan

Menurut Pasal & UUHT apabila debitur cidera janii,

pemegang Hak Tanggungan pertama, mempunyai hak untuk

10 Wawancara dengan Bapak Budi Mu}JnnB, S.H., M.M.,
tanggal 3 September 2004
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menjual obiek Hak Tanggungan atas kekuaszan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan tersebut. Hal ini disebut "Parate Ekse-
kusi”. Pemegang Hak Tanggungan, untuk melakukan eksekusi
tidak perliu meminta penetapan pengadilan, dan dapat lang-—
sung datang dan meminta kepada Kepals Kantor telang untuk
melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang ber-
sangkutan.

fda perbedaan antara Parate Eksekgsi Hipotik dan Hak Tang-
gungan. Parate Eksekusi dalam akta Hipotik hanya apabila
hal demikian sebelumnya diperjanjikan dalam akta pembgrian
Hipotiknya, sedangkan Parate Eksekusi Hak Tanggungan adalah
hak yang diberikan Undang-Undang (Pasal 6 UUHT) .
Sebagasimana diuraikan di astas, bahwa pemegang Hak Tang-—
gungan pertama, mempunyai hak untuk menjual obiek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri, dan hak vyang demikian
itu oleh UUHT sudah diberikan ex lege {(Pasal & UUHT), akan
tetapi dalam Pasal 11 Ayat (2} UUHT disebutkan, bahwa dalam
fAkta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan Janji-—-3an-—

ji, antara lain : (e} Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan
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pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuassan sendiri
chiek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.

Dan dalam blanko formulir Akta Pemberian Hak Tanggungan
malah diperjanjikan lagi dari pemberian Hak Tanggungan,
untuk melaksanakan hak seperti itu. Hal itu tampak pada
redaksi blanko Akta Pemberian Hak Tanggungan (PMNA/KBPN
Momor 3 Tahun 1996}, yang berbunyi :

Jika Debitur tidak memenuhi kewajibannyas untuk

melunasi hutangnya berdasarkan perjanjiian hutang
pivtang tersebut di atas, oleh pihak pertama,
pihak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan
menerima kewenangan dan untuk ity kuasa untuk
tanpa persetujuan terlebih dabulu dari pihak
pertama, untuk menjual atau suruh menjual di
hadapan umum secara lelang obiek Hak Tanggungan
baik seluruvhnyva maupun sebagian—sebagian.

Kalau hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri diperoleh

pemegang Hak Tanggungan karena Undang-undang, apakah perlu

yvang tercantum dalam Pasal 11 Ayvat (2) huruf e UUHT

tersebut, mana yang benar, hak tersebut diberikan oleh

Undang—undang atau diperjaniikan ?

Hak untuk menjual atss kekuasaan sendiri obiek Hak Tang-

gungan apabila Debitur wanprestasi, merupakan pelaksanaan

hak eksekusi yang disederhanakan, yang sekarang diberikan
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oleh Undang-undang sendiri kepada pemegang Hak Tanggungan
pertama, dalam arti bahwa pelaksansan hak seperti itu

tidak usah melalui Pengadilan dan tidak perlu diturut
prosedur hukum acara.

Pelaksansannya hanya digantungkan pada syarat "debitur
wénprestasi". Padahal kreditur (pemegang Hak Tanggungan},
baru membutuhkannya apabila debitur wanprestasi, maka
kewenangan seperti itu tampak sebagai hak eksekusi yang
sélalu siap ditunggu, kalau dibutuvhkan dan itulah sebabnya
eksekusi yang demikian disebut sebagai "Parate Eksekusi®.
Perlu dibedakan menjual berdasar parate eksekusi dan menju-
al berdasarkan grosse akta.

Menjual berdasar grosse akta memang harus mendapat persetu-
juan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan terle-—
bit dahulu. Suatu grosse akta mempunyal kekuatan seperti
suatu keputusan Pengadilan yang sudah mempunyal kekuatan
hukum vang tetap dan pelaksanaanya — Sama seperti putusan
Pengadilan - harus melalui dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan. Tetapi jika orang melaksanakan Parate Eksekusi,

iz bisa langsung menjusalnys melaluil juru ltelang.
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Kalau meniual berdasarkan parate eksekusi harus juga mela-
Iui (mendapat fiat) Ketuas Pengadilan, maka apa bedanya
dengan menjual berdasarkan Grosse, dimana letak paratnya
dari suatu Parate Eksekusi, apas gunanya diberikan oleh
Undang-undang, seperti halnya dalam Sertipikat Hak Tang-—
gungan dengan kekuatan Eksekutorialnya ?

Pacal 6 UUHT dalam penielasannya, mengaitkan hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri, dengan Pasal 224 HIR vyang
mengatur tentang Grosse akta. Hal ini aka; mencampuradukkan
antara menjual melalui parate eksekusi dengan menjual ber-—
dasarkan grosse.

Dalam penjelasan Pasal & UUHT dikatakan, bahwa hak untuk
menjual atas kekﬁésaan sendiri adalah merupskan perwujudan
dari kedudukan yang diutamakan {preferensi} yang dipunyai
cleh pemegang Hak Tanggungan.

Kewenangan untuk menjual sepert:i disebutkan oleh Pasal &6
UUHT diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama,
bukan karena ia memperjanjikannya dengan pemberi Hak Tang-—
gungan, tetapi karena Undang-undang menetapkan demikian.

Di sana sama sekali tidak ada ketentuan yang menyatakan
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bahwa ada beberapa‘kreditur pemegang Hak Tanggungan yang
mempunyai kewenangan seperti itu {(parate eksekusi), peme-
gang Hak Tanggungan yang pertama didahulukan daripada peme-
gang Hak Tanggungan yang lebih rendah kedudukannya.
Bukankah yang diberi kewenangsn seperti itu hanys kreditur
pemegang Hak Tanggungan pevitama saia, sehingga tidak mung-
kin ada masalah tingkatan—tingkatan kewenangan menjual atas
kekuasaan sendiri.

Jadi, kewenanganmParate Eksekusi bukan merupakan perwujudan
dari kedudukan kreditur preferen, tetapi merupakan perwu-
judan dari salah satu segi dari kedudukan kreditur yang
oleh Undang-undang diberi kewenangan khusus.

Di dalam praktek, pelaksanaan eksekusi oleh pemenang lelang
sulit/tidak mau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
mengingat pada saat proses pelaksanaan lelang tidak pernah
melibatkan Pengadilan Negeri. Jadi, Pengadilan Negeri tidak
mau campur tangan/terlibat dalam urusan pelaksanaan

eksekusi. Hal ini, barus menjadi catatan bagi Mahkamah

fAgung.
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4.4, Kantor Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional dibentuk Pemerintah sebagsi
lembaga non departemen yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Keputusan
Presiden Republik Indenesis Nomor 26 Tahun 1988.

Dalam Pasal 2 Keputusan FPresiden tersebut berbunyi :
Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam
mengelola dan mengembangkan administrasi pertanah-
an, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
mauvpun. peraturan perundang-undangan lain yang
meliputi pengaturan, penggunaan, pengawasan dan
pemilikan tanah, pengurusan hak—hak tanah, pengu-
‘kuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang
berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetaphkan oleh Presiden.

Sesuai bunyi Pasal 1 Ayat {(6) UUHT, Kantor Pertanahan

adalah unit kerja Badan Pertanahan Masional di wilayah
Kabupaten, Kotamadya atau wilayah administratif lain yang
setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugss dimaksud, Badan Perta-
nahan menyelenggarakan fungsi

a. Merumuskan kebijsksanaan dan perencanasan, PpeENgawassn

dan penggunaan tanah,
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b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanakan pengaiuran

pemilikan tansh dengan prinsip-prinsip bahwa tanah

mempunyai fungsi sosial sebageimana diatur dalam

Undang-—Undang Pokok Agraria,

c. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pengaftae— -

an tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di— 7
bidang pertanaban.

¢. Melaksanakan pengurusan hak—-hak atas tanah dalam
rangka memeliharaltertib administrasi di bidang
pertanahan.

e, Melaksanakan peneslitian dan pengembangan di bidang
pertanahan serta pendidikan dan latiban tenaga—tenaga
vang diperlukan di bidang sdministrasi pertanahan.

f. tain-lain yang ditetapkan oleh Presiden {(Pasal 3
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
1988} .

Kepala Kantor Pertanahan daltam melaksanakan fungsi dan
tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten harus berkoor—
dinasi dengan unsur Pemerintah Daerah dan melaporkannya

kepada Bupati sebagai Kepalsa Wilavah.
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Dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional
merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan, sebagai badan
penelitian dan pengembangan bidang atau yang berkaitan
dengan pertanahan. Sedangkan Kantor Pertanahan bersifat
operasional/pelaksana.

Seharusnya Titel Eksekutorial harus gicantumkan di -

atas Kepala Akta, bukan pada halaman depan {cover) Sertipi—

kat Hak Tanggungan vang ditandatangani oleh Kepala Kantor’
Pertanahan mengingat sejaraﬁrTitei Exsekutorial. bi dalam
praktek, Titel Eksekutorial ini mengalami inflasi nilad
warena belum ada kesepahaman hakim tentang kekuatan ekseku-

torial dan lembaga lain yvang diberikan wewenang untuk meng-

gunakan Titel Eksekutorial.
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5.1. Kesimpulan

1. Pencantuman Titel Eksekutorial pada Sertipikat Hak «

Tanggungan tidak/kurang tepat secara akademis ilmiah.
Namun demikian odi dalam praktek harus diterima karena
telah ditetapkan berdasarkan Undang—Undang;

Dengan diundangkannya UUHT, maka perscalan hukum/perde-
batan/polemik menyangkut irah—irah harus dicantumkan
dimana (Sertipikat atau Akta Pemberian Hak Tanggungan)
relatif berkurang.

2. Pencantuman Titel Eksekutorial harus eksplisit karena
merupakan syarat formil dan peraturan perundangan yang' 7
berilaku mensyaratkan pencantumannya dengan syarat batal
demi hukum.

5.2. Saran

1. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dengan Undang-

Undang, bukan diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti
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vang ada dan berlaku saat ini.

Pengan diterimanya RUUIN oleh PBPR {Dewan Perwakilan
Rakyat) pada tanggasl 16 September 2004 dan telah ditan-—
datanganinya {disahkannya} oleh Presiden pada tanggal 72
& Oktobher 2004 meniadi Undang—-Undang Nomor 30 Tahun 2004
teritang Jabatan Notaris, maka seyogianya/seharusnya
Notaris adalab jabatan tunggal vang dapat berfungsi
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat
Pembuat Akia Pasar Modal, Pejabat Pembuat Akta Koperasi .
{PPAK), Pejabat Lelang, dan seterusnya, sehingga tidak =~
atda lagi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris
PPAT), Notaris Pejabat Pembuat Akta Pasar Modal, Notaris

Peiabat Pembuat fAkta Koperasi (Notaris PPAK}, dan Nota-

ris Pejabat Lelang.
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